
 

 

 

 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 188/181/Kept./403.013/2021 

 TENTANG  

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF  

 DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. bahwa guna efektifitas dan sebagai langkah 

penyederhanaan birokrasi, perlu melimpahkan 

kewenangan dalam penerapan sanksi administratif 

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 507 Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Bupati dalam penerapan             

sanksi administratif dapat mendelegasikan 

kewenangannya kepada pejabat yang membidangi 

penegakan hukum atau perangkat daerah yang 

membidangi lingkungan hidup; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi 

Administratif di Bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, penugasan atau 

pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan dalam 

Keputusan Bupati; 

SALINAN 
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Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang 

Pendelegasian Kewenangan Penerapan Sanksi 

Administratif di Bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6634); 

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi 

Administratif di Bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314); 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan 

KESATU 

 

: 

: 

 

 

 

Mendelegasikan Kewenangan kepada Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam 

penerapan sanksi administratif atas pelanggaran yang 

dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau 

kegiatan terhadap : 

a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan 

yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Magetan; atau 

b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan 

Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Magetan. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Magetan  

pada tanggal  24 Mei 2021 

 

BUPATI MAGETAN, 

            TTD 

     SUPRAWOTO 

 

 

 


